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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil dan analisis data yang peneliti jelaskan pada BAB V, peneliti 

menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan dari perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Lem di 

Kota Payakumbuh tetapi belum maksimal seutuhnya. Tujuan dari perda tersebut adalah 

untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat  dari gangguan yang 

ditimbulkan oleh penyalahguna fungsi lem. Ini adalah salah satu dari tujuan perda 

tersebut. Pada faktanya dilapangan tujuan kebijakan telah tercapai, namun masih 

banyak yang harus ditingkatkan oleh implementor tersebut. 

Belum maksimal sepenuhnya kinerja dari implementor disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

1. Dukungan sumberdaya yang terbatas. Terbatasnya sumberdaya yang ada 

yang di kerahkan oleh Pemerintah Kota Payakumuh untuk mendukung 

implementasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentag Larangan 

Penyalahgunaan Lem. Sumber daya yang tersedia belum mencukupi 

untuk pelaksanaan perda ini secara maksimal seperti sumber daya 

manusia yang masih butuh banyak personil untuk melakukan rehabilitasi 

secara sosial dan medis. Lalu sumber daya finansial yang belum memadai 

untuk pelaksanaanya , sebab tidak adanya alokasi dana khusus untuk 

pelaksanaan perda ini dan masih mengandalkan anggaran tahunan dari 

masing-masing OPD terkait. Kemudian Sumberdaya sarana dan prasarana 

yang belum menunjang pelaksanaan perda tersebut. 
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2. Lingkungan kebijakan yang kurang kondusif. Pertama, dukungan dari 

lingkungan ekonomi Kota Payakumbuh, yaitu kapasitas pendapatan 

Pemerintah Kota Payakumbuh masih rendah. Hal ini mempengaruhi 

kinerja dari kebijkan. Sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran untuk 

melakasanakan kebijakan secara maksimal. 

3. Pemko Payakumbuh tidak memiliki program yang baik untuk menampung 

anak lem tersebut agar tidak menjadi pengangguran dan anak jalan dan 

anak lem kembali.  

6.2 Saran 

Berdasarkan temuan dan hasil analasis dari bab V, peneliti menyarankan 

beberapa hal kepada Implementor, maupun para stakeholder yang terkait untuk 

meningkatkan kinerja kebijakan dari perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan 

Penyalahgunaan Lem di Kota Payakumbuh. 

1. Satuan Polisi Pamong Praja harusnya meningkatkan kegaiaan Razia 

lapangan yang datang pada sekitaran sekolah-sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Sebab persebaran anak lem ini tidk di kawasan Pasar Raya 

Kota Payakumbuh dan Pasar Ibuah saja. Melainkan ditempat-tempat 

keramaian yang lainnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

2. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh semestinya juga menambah 

puskesmas lagi  khusus untuk rehabilitasi medis bagi korban NAPZA dan 

anak lem. Agar memudahkan masyarakat melakukan rehabilitasi medis 

secara langsung. Kemudian Dinas Sosial harus lebih membuka diri lagi 

untuk mengatasi anak lem ini. Sebab permasalahan anak lem ini juga 

termasuk kepada permasalahan sosial masyarakat. 
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3. Kemudian Pemerintah Kota Payakumbuh juga melibatkan Dinas 

Pendidikan untuk menjadi Implementor. Sebab yang menjadi sasaran 

khusus pada perda ini adalah siswa-siswa yang bersekolah di Kota 

Payakumbuh. 

4. Pemerintah Payakumbuh harus meningkatkan kewaspadaan pada anak 

lem ini di kalangan masyarakat dengan memberikan perhatian pada 

mereka melalui organisasi pemuda, karang taruna, RT, Kelurahan, dan 

juga Kecamatan. Sebab penyalahguna Fungsi Lem ini akanmerambat pada 

perilaku menyimpang lainnya. Seperti kejahatan, pelecehan seksual, 

kriminal, pencurian, hingga perilaku menghisap NARKOBA. 

5. Untuk Pemerintah rancang lah SOP (Standar Operasional Prosedur) dari 

penanganan kasus anak lem, dari rehabilitasi hingga keluar dari 

rehabilitasi tersebut. Agar jelas pelaksanaan yang dilakukan oleh 

implementor perda tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


